
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2422

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2A22

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2A22 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernllr tentang

Penjabaran Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A22;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945;

2- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lemhraran Negara Republik Indonesia

Nomor i i03);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahal Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Mengingat
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5. undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4AAl;

6. undang-undang Nomor 2s rahun 2aa4 tentang sistem
Perencanaa, pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 1,04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42L);

7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun zol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5sB7) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-unclang
Nornor 9 Tahun 2o1s tentang pen-rbahan Kedua atas
undang-undzurg Nomor 23 Tahun 2ar4 tentang
Pemerintahan Dae.ah {Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tal:,r:n 2o1s Fiomor 18, Tamtrahan Lersbaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 56T9l;

8. undang-undang Nomor 1 Tahun 2o2z tentang Hubungan
Keuangan anlara Pemerintah pusat dan Femerintah Daerah
(Lembaran Negara Repuhrlik Indonesia Tahun 2oz2 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

9- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana
Perimbangan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSTSl;

10. Peratural Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1gg, Tambahan
Lernbara' Negara Rep,blik Indonesia Nornor 4sz6)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintal:

Nomor 55 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Feraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O0S tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembarar:

Negara Repubiik Indonesia Nomor 515S);
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2A06 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

46La\;

L2. Feraturan Pemerintah i.,lomor t2 Tahun 2AL7 tenta,ng

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7

Nomor 73, Tambahan Lembaral Negara Reputrlik Indonesia

Nomor 60a1);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A77 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 ?ahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tirgas dan Wex.enang Gubernr-rr sebagai Wakil

Pemerinteh Fusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nornor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 662a1;

15. Peraturaa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang

Pengelola"an Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ALg Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

76. Peraturari Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor

27 Taf'run 2A21 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A22;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeratr Provinsi

Sumatera Utara ilembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun ZALO Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA, TAHUN ANGGARAN 2A22.

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengal:

1. Daerah adaiah Provinsi. Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah ad.alah penyelenggaraalr urllsan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perw'akilan Rakyat Daerah menur-ut asas

otonomi dan tugas pemtrantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

datam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsr-lr penyelenggara

Pemerintah.an Daerah yerrg memimpin pelaksalaan urusar pemerintahan

yallg menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut

Gubernur.

5. Anggaran Pendapata:: dan Belanja Daerah -vang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

6" Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebageii

penambah niiai kekayaan bersih dalam periode tahun an6{garari berkenaan.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8" Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

9. Belanja Daerah adalah semr.la kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan irersih dalam periode tahun angga-ran

berkenaan.

10. Perlbiayaan acLalah setiap penerirnaan yang perlu dibayar kembali danf atant

pengeluaran yang aka:r diterima kembali, baik pada tahun an6lgaran

berkenaan maupun pada tahun-tahltn an${ara:-r berikutnya.
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2AZ2 semula sebesar
Rp.12.761.625.563.776,AA bertambah sebesar Rp. 745.380.632.724,00 sehingga
menj adi Rp. 1 3 " 5o7. 006. 1 q6. 440,00 dengan rincian sebagai trerikut:
1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.12.077.625.5OS.216,00

b. Bertambah Rp. 447.72O.008.956,00

Jumlah pendapatan daerah seteiah perubahan Rp. 12.459.352.L72.622,OO

2. Belanja daeral:

a. Semula Rp.12.649.625.563.716,00

b. Bertambah Rp. 745.380.632.724,OA

Jumlah belanja daerah setelah peruLrahan Rp. 13.39s.006.196.440,00

3. Pembia*vaan daerah

a. Penerirnaan pembiayaan

ii Semula Rp. 750.OOO.000.OOO.OO

2) Bertambah Rp. 297.634.A23.76A,Ae

Jumlah penerimaan pemkriayaarl

setelah perubahan Rp. l.A4T.654.023.769,00

b. Pengeluarall pembiayaan

1i Semula Rp. 112.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. O,0O

-iumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubalean Rp. i 12.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 93s.6s4.023.769,oa

PasaL 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernu:: ini tercliri dari :

1. Lampiran i Ringkasan Penjaba::an Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek.

Pendapata:r. Belanj a, dan Pembiayaan;

'2' Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan, Belanja,

dan Pemb,iayaan;
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3" Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;

Daftar: Nama Penerima, Alamat Penerima' dan Besaran

Bantuan Sosial;

Rincian Dana otonomi Khusus Menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Orgaiisasi. Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan PembiaYaan;

Rincia:r DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

pertambangal Gas AlamlTamkrahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi Menurut l]rusan Pemerintahan Daerah, orga"nisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegia-tan, Kelompok, Jenis, Objek'

Rincian Objek, Pendapatan, Beianja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambaha]l Infrastruktur Menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Prograrrr, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,Rincian Objek Pendapatan,

Belaaj a dan Pembiayaat:;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerinta-h ProvinsilKabupaten/

Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara.

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Bumi Menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Program

Kegiatan, Suirkegiatal, Kelompok, Jenis, Oh'jek, da:l Rincian

Objek Pendapatan Belanja dan PembLayaan.

Sinkrr:nisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dalam Peraturan

Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala

Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

4. Lampiran I\r

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

L Lampiran IX

10. Lampiran X

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Peruirahan APBD yang ditetapkan dalam Peratural

Gubernur ini dituangkan lekrih lan_iut daLam ciokurnen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin5,-a. memerintahkan pengundangan peraturan

Gubernur ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan dt Medan

pada ta::ggal 25 Oktober 2Q22

GUBERNUR SUL,IATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan cii Medan

pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Asiinya
KEPALA BIRO HUKUM.

DWI ARIES SUDARTO
PEII{BINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

ttd


